
 

 

 

 

 

 

BUPATI TEMANGGUNG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 

NOMOR 43 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP DI KABUPATEN TEMANGGUNG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TEMANGGUNG, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyimpanan 

arsip serta penyelamatan arsip yang mempunyai nilai guna, 

perlu dilaksanakan penyusutan arsip; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan 

Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2020 

tentang Penyelenggaraan Kearsipan, ketentuan mengenai 

penyusutan arsip perlu diatur dalam Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Kabupaten 

Temanggung; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

42); 

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

 

 

 

SALINAN 



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5286); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 

2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 119); 

7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 

Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kriteria dan Jenis 

Arsip yang Memiliki Nilai Guna Sekunder; 

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 

Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787); 

9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 

Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP 

DI KABUPATEN TEMANGGUNG. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.  

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom.  

3. Bupati adalah Bupati Temanggung.  

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah.  

 

 



6. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga 

yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip 

statis dan pembinaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah. 

7. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam 

pelaksanaan tugas fungsi dan tanggungjawab di bidang pengelolaan arsip 

dinamis yang terdiri atas Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan BUMD. 

8. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai 

tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. 

9. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas 

dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan 

penciptaan arsip di lingkungannya. 

10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan 

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah 

Daearh melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan 

Pemerintah Daearh yang dipisahkan. 

11. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.  

12. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan 

media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 

dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, 

Pemerintahan Desa, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, 

Organisasi Kemasyarakatan, dan Perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  

13. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan 

Pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. 

14. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus 

menerus. 

15. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. 

16. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh Pencipta Arsip karena memiliki 

nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan 

dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak 

langsung oleh LKD. 

17. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi 

sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan 

keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip 

dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan 

sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. 

18. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara 

pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan, pemusnahan 

arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada LKD. 

 

Pasal 2 

 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai panduan dalam 

melakukan penyusutan arsip bagi Pencipta Arsip, Lembaga Kearsipan Daerah 

dan Pejabat yang bertanggung jawab dalam melakukan penyusutan arsip. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar Pencipta Arsip, LKD dan 

Pejabat yang bertanggung jawab dapat melakukan penyusutan arsip sesuai 

dengan kaidah-kaidah kearsipan dan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 



Pasal 3 

 

Ruang lingkup Penyusutan Arsip dalam Peraturan Bupati ini meliputi kegiatan: 

a. pemindahan Arsip Inaktif; 

b. pemusnahan Arsip; dan 

c. penyerahan Arsip Statis. 

 

BAB II 

PENYUSUTAN ARSIP 

 

Pasal 4 

 

Penyusutan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi kegiatan sebagai 

berikut: 

a. pemindahan Arsip Inaktif; 

b. pemusnahan Arsip yang tidak bernilai guna; dan  

c. penyerahan Arsip Statis. 

 

Pasal 5 

 

(1) Pemindahan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a 

dilakukan oleh Pencipta Arsip berdasarkan JRA. 

(2) Ketentuan mengenai pemindahan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam BAB I Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 6 

 

(1) Pemusnahan Arsip yang tidak bernilai guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 huruf b dilakukan oleh Pencipta Arsip berdasarkan JRA atau berdasarkan 

nilai guna apabila belum diatur dalam JRA. 

(2) Pemusnahan Arsip menjadi tanggung jawab pimpinan Pencipta Arsip. 

(3) Pemusnahan Arsip dilakukan terhadap Arsip yang: 

a. tidak memiliki nilai guna; 

b. telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA; 

c. tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang; dan 

d. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara. 

(4) Ketentuan mengenai pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam BAB II Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 7 

 

Ketentuan mengenai penyerahan Arsip Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf c tercantum dalam BAB III Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

 

 

 



Pasal 8 

 

Ketentuan Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diatur dalam 

Peraturan Bupati ini berlaku mutatis mutandis bagi Penyusutan Arsip pada Unit 

Pelaksana Teknis Daerah/Unit Organisasi Bersifat Khusus/Unit Organisasi Bersifat 

Fungsional/Satuan Pendidikan/Kelurahan.  

 

BAB III 

PEMBIAYAAN 
 

Pasal 9 

 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa, dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 10 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung. 

 

Ditetapkan di Temanggung 

pada tanggal 23 Mei 2022 

 

BUPATI TEMANGGUNG, 
 

ttd 
 

M. AL KHADZIQ 
 

Diundangkan di Temanggung 

pada tanggal 23 Mei 2022 

 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG, 

 

ttd 
 

HARY AGUNG PRABOWO 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022 NOMOR 43 

 

 


